PEMERINTA]J [ KDTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 2001
TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAGELANG,

Menimiang . a. babhwa dengan telah dilimpahkannya Cabang Dinas Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Propinsi Jateng kepada Pemerintah Kata Magelang
menjadi Kantor Perhubungan Kota Magelang, maka pendapatan dari
Retribusi Pengupan Kendaraan Bermotor menjadi milik Pemernintah
Kaota Magelang,

b. bahwa untuk maksud tersebut d atas, periu segera menyusun dan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermaotor:

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang  Pembentukan
Daerah-Daerah Kaota kecii dalam hingkungan Propinsi Jawa Timwr,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3186).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Fidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran

Negara Nomo 3209)

Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
* pmndg-:a&%n .Jala:ﬁl (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan

Lermbaran Negard Nomor 2480);

5. Undang-Undang......
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1

Unda

NGUndang Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retnibusi  Daeraly (Lemmbaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
fambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tertang Perubahan
Alas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lerrbaran Negara Tahun 2000 Nomaor 246,
Tambahan Lermbaran Negara Nomor 4048):

L.hdnng-u\clang Nomaor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2839):

Undang-Undang Nomeor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor /2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848),

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Lalu Lintas Jalan kepada Daerah Tingkat | dan
Daerah Tingkat Il (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Nomaor 2410);

Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemerksaan
Kendaraan Bermao d Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor

60, Tambahan Lembaran Negara 3523),

Peraturan Pemenntah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3692),
Peraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3527);
Keputusan Menten Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermoator |

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomaor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 1/5 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di bidang Retnbusi Daerah,

16. Keputusan. ...
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Pputusan Me
Sst MEN Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
A

dan Pros -
=dur Admiistras: Pajak Daerah, Retnbusi Daerah dan

Penerim: ek
enmaan Pendapatan Laimlaimn,

17 Peratur; ‘
wan Daerah kota Magelang Nomor 17 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasy dan Tata Kerja Lermbaga Teknis Kata Magelang |

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MEMUTUSKAN

wenetapkan :  PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

felam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a Daerah adalah Kata Magelang,

b Pemenntah Daerah adalah Pemerintah Kata Magelang,

¢ Walkda adalah Walilkata Magelang,

d Kantor Perhubungan adalah Kantor Perhubungan Kata Magelang,

¢ Badan adalah sekumpulan orang darvatau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi persercan terbatas.
rersercan komanditer, persercan lainmya, badan usaha milik negara atau daerah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
rerkumpulan, yayasan, organisasl massa, organisasi sosial pditik, atau organisasl yang
sefenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya,

f Retribus Pengujian Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut Retnbusi adalah
Pungutan daerah atas pelayanan pengujian kendaraan bermator sesual dengan peraturan
WUFTtﬂﬂgunc!angan yang berlaku yang dselenggarakan oleh Pemenntah Kada

r"bﬂﬁangl

q. Pengul.. ....
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1
~ongl adalah Pegawal Kantor Pefhuhm-g'm

Kdta Ma@ﬁ'am ang ditunjuk scbaagal
a pendujl yang chiryatak g Yyang J

an
MEMenuhi kwalifikas; teknis tententu dan dibenkan

» il

Ie

__.ﬂ"{-fl
Jgpungan Darat,

st ad tanda kwalilik:
kat St Mkasi teloys Sesual dengan jenjang kvsalifikasirya dan Dwrjen

perh

fengujian Kendaraan Bermdor adalan seranckaian  kegatan menguyi dan atau

\endaraan khusus dalam rangka pemenyhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;

sgralatan ujl adalah sarana untuk melakukan kegatan pemeriksaan dan atau mengujl
wendaraan bermaor dengan fasiitas yang dilengkapt dengan alat i mekanis sistem
korputer, Wl mekanis yang lidak dlengkapi dengan peralatan sistemn ui mekanis,
cmpUter mMaupun Yyl mekanis biasa yang disebut dengan sistem ui non mekanis;

okast pelaksanaan pengyian kendaraan bermmctor adalah unit pengujian berkala
wendaraan bermator baik dv Unit Pelaksana Teknis Kantor maupun d temmpat [2in yang

dtunjuk;

kendaraan Bermcator adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang
herada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang

drangkaikan dengan kendaraan bermaor;

Kendaraan Bermator Wajib Ui adalah setiap kendaraan bermator jenis mabil bus, maobil
harang, mobil penurmpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta

lempelan yang dioperasikan dan atau digunakan i jalan,

Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermaotor  yang disediakan  untuk

dpergunakan oleh umum dan dipungut bayaran,

‘‘bil Penurmmpang  adalah  setiap kendaraan bermctor yang dilengkapr  sebanyak-

| uk mudi, baik
banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak temmasuk tempat duduk penge

%ngan maupun tanpa periengkapan pengangkutan bagasl,

Mol Bus adalah setiap kendaraan hermator yang dilengkapt lebih dan 8 (delapan) te;'rmt
WK tidak termasuk fempat Quduk pengemud, bal dendan LAt o i
Frlengkapan pengangkutan bagast. termasuk juga mobil bus yang At Qcm .
g ar pengd nq memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3 ITltl i
w.r.;{;aanl:;E"‘f:J;ﬂtﬂni] ‘ﬁ; uduknya kurang dan 8 (delapan) tidak lermasuk termpa
PENgemudi-

p. Mcoil ...
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vobil Barang adalah  setiap Kendaraan bermator selain dari sepeda motor, mobil

Iﬂml‘lﬂ““:l- mobil bus dan kendaraan kKhusus

endaraan Khusus adalah kendaraan bermotor sefain dari pada kendaraan bermotor

- 3
gtk penunPang dan kendaraan bermogor Urtux barang, yang penggunaannya untuk
\eperiuan khusus atau mengangkut barang-barang khusus:

«ereta Gandengan adalah suaty alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yand

seluruh bebannya ditumpu deh alat ity sendin dan dirancang untuk ditarik oeh kendaraan

wereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang
drancang untuk ditank dan sebagian bebannya ditumpu deh Kendaraan bermotor
penariknya;

Masa Ui Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan balhwa kendaraan bermctor
wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan,

Ui Berkala adalah pengujian kendaraan bermator yang dilakukan secara berkala:

Tanda Ui Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lemmpengan plat
logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala,
dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus Ui berkala pada

tempat yang tersecia untuk itu,

Tanda Samping adalah tanda yang dpasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan
bermctor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang
boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan,

Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan
egtimasi masa berlakunya hasil pengyjian berkala dan harus selalu disertakan pada

“endaraan yang bersangkutan;

Lalk Jalan adalah persyaratan minimum kondisl suatu Kendaraan yang harus dipenuhi
A9ar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kehisingan

INgkungan pada waktu dioperasikan di jalan,

‘ "Rijih Retribusi adalah orang pribad atau badan yang menurut peraturan perundang

""dangan retribust diwaijibkan untuk melakukan pembayaran retnbusi, termasuk pemungut
"au pernatong retribusi tertenty,
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etribust adalah sy
s T | SUALU Jangka waigy terterg Yang merupak Ktu b
b relnbust untuk memanfaatkan | Upakan batas wakitu bag

as; -
Sa dan Penjinan tertertu dan Pemerintah Daerah,

qrat Tanda Nomor Kendaraan Yang sefan

jutnya disingkat .
.endaraan bermator telah Adaftarkan 'ghal STNK adalah tanda bukti

. apan R
gal Ketetapan Rerbusi Daerah yang sesanjunya disingkat SKRD adalah surat

ysan yang menentukan be<- _ _

” acgihan Retrib
; arat Tag USt Daerah yang selanjutiya disingkat STRD adalah surat Untuk

ukan tagihan retribus; .
melak Uk Jhan retnbusi dan untuk sapks; administrasi berupa bunga dan atau denda; |

. perhitungan Retribusi Daerah adalah

=T

| PEnncian besarnya retribusi yang harus dibayar deh
wajih  Retnbust balk  pokok  retribys

pembayaran, maupun sanksi administras

bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan

if Pembayaran Retribusi Daerah adalanh besarnya kewajban yang harus dipenuhi oleh .
Wajb Retnbusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retnbusi Daerah dan Surat Taghan

Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke termpat lain yang ditunjuk dengan batas waktu
yang telah ditentukan;

g Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperdeh sesuatu atau untuk dibebaskan dari
suatu penkatan dan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas Syarat-syaral yandg
dtentukan deh Undang- Undang

# Numpang uji adalah kendaraan bermator wajib uji yang melakukan ui berkala diluar
wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku.

BAB Il

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

1) Memberikan dasar hukum bag pelaksanaan retribusi pengujian kendaraan bermaotor.
4 Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi  menjadh salah satu sumber

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB Il
NAMA. OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
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Pasal 3

_11”1 I\-ﬂ”Ll H{’if”“ IS] F_‘%_"I'[ll_lllan *'\'E‘l‘ll.'f

» draan Berrmmaotor dipungut retnbusi bag setiap orang

. hadan atas pelayanan penguji

!

an kendaraan bermator

|

Pasal 4

~pyek retribust adalah setiap jasa pel ayanan pengujian kendaraan bermaotor yang terdiri dan

VAcbil pENUMPAaNg umum,
g M-

n Mot bus,
yohil barang,

kendaraan khusus;
nefela gandengan,

¢ Kereta tempelan.

Pasal 5

subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoeh pelayanan pengujian
vendaraan bermator.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retnbusi Pengujian Kendaraan Bermator digaongkan Retribust Jasa Umum

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

lngkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermalor diukur didasarkan atas frekwensi,
Sitas dan peralatan pengujian kendaraan bermator.
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BAB VI
PRINSIP DAN SASQRAH DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8
prinsip dan sasaran dalam Penetapan

(1) tanf retnbusi jasa umum didasarkan pada

vebijaksanaan  daerah  dengan Mmemperhatikan  blaya penyediaan jasa  yand

persangkutan, kemanmpuan Masyarakat dan aspek keadilan

() Biayd dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya
permbubuhan nomar yji, biaya permbuatan dan permasangan tanda samping

3 Selain biaya tersebul ayat (2) Pasal ini dikenakan pua biaya penggantian tanda uji
termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

BAB VIl
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

1) SQruktur dan besarnya tanf Retnbusi dbedakan berdasarkan jenis kendaraan bermadtor
vang diuji.

(2) Qruktur dan besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayal 1 pasal in ditetapkan sebagai
berikut :

a. Tarf Retribusi Pengujian :

1. Mobil Penumpang Umum Rp 19.000,00
2. Mobil Bus, mobil barang dan
Kendaraan Khusus Rp 23.500,00
3. Kereta Gandengan dan
Kereta Tempelan Rp 21.000,00
b. Biaya Pengganti Tanda Ui Berkala, Rp 250000

baut, kawat dan segel

C. Biaya pengganti Buku Uji Berkala Rp 5.000,00
BAB VL. .. ..
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BAB vl
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10

_ibus! tentang dipungut di wilayah Keta Magelang

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

1) Masa Retribusi adalah jangka waktu lamanya 6 (enam) bulan.

2IMasa Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal inl tidak berlaku apabila Kendaraan Bermaor
Wajib Ui mengalam .

11 Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
| a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;

b Perubahan bentuk. sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan

alau leknis.

Pasal 13

| Retribygi terutang terjad pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB Xli
SANKS! ADMINISTRASI

Pasal 14..........:
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Pasal 14

ajib Retnb 1
: .,"'r.ah!”"h‘“ e i Mok TEThayar tepat waklu atay kurang rembayar, dikenakan

) bul; .
P buan yang fh:fiarrryn ditetapkan sebagai berikut :
\ , Mot Fenumpand Umum

AR S! administrasi setia
Ak’

‘H’D 6.000, 00

p Mol Bus, Mabil Barang dan Kendaraan Rp 7.000,00

KhusSus

; Wwajip Retribust dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermctor untuk pertama Kall

dlakukan selambat-lambatnya 7 (tyuh) hari setelah mendapatkan STNK dan atau

welentuan lain yang diatur berdasarkan peraluran perundang undangan yang berlaku
selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1) pasal in.

BAB XIl
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

1} Pembayaran retnbusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai

waklu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dpersamakan

J)Dalam hal pembayaran dilakukan d tempat yang ditunjuk, maka hasil penermaan
Retnbusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu

yang ditentukan deh Walikata.

‘I Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan d tempat lain dimaksud ayat (1) Pasal ini
dtetapkan deh Walikata. a

Pasal 16

") Pemmbayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas
¥4t o ayaran retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan deh Walikota

Fasal T
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Pasal 17

. aran retnbusi . |
. pembayd! dmaksud Pasal 15 Peraturan Daerah in dibenkan tanda bukli

~hayaran.
;“; 11 - x

. catiap permbayaran dicatat dalam buku penerimaan

1o walita 3
3 Aentuk, IS, kwalitas, ukuran buky dan tanda bukti permmbayaran Retribust ditetapkan deh

Walkota

BAB XN
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18

1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan

refaksanaan penagihan Retnbusi, dikeluarkan segera 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo
pembayaran

21 Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat teguran / peringatan / surat
lan yang sejenis, Wajb Retnbusi dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan sanksi
administrasi dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

2 Qurat teguran / perningatan / surat lain yang sejenis dimaksud ayat (1) PFasal i
dkeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

¥tk formulir yang diperqgunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi dimaksud Pasal
" ayal (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Walikcta.

BAB XIV

TATA CARA PENGURANGAN. KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 20

! Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

(2) Tatacara . . .
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.ta cara permbenian pengurangan, ker Inganan dan

"~ pasal ini ditetapkan deh Walikata.

permbebasan retribusi dimaksud ayal

BAB XV
KADALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melarrpaui jangka waktu

1 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Waijib Retribusi
melakukan tindakan pidana di bidang retribusi

2 Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini ditangguhkan karena
1 Diterbitkan Surat Teguran, atau
b Ada pengakuan hutang retribusi dari waijib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.
Pasal 22

1) Autang retnbusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih
lag, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan
harta warisan dan tidak mempunyai ahli wans, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai

' harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.
I

|
| ) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilakukan
perenksaan setempal terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya

retnbusi yang tidak dapat citagih lag.

3) Hugng retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini, hanya dihapuskan setelah adanya laporan
Pemerksaan dimaksud ayat (2) Pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi
Mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi deh Kantor Perhubungan Kota.

) Mas dasar laporan dan penelitian administrasi dimaksud ayat (3) Pasal ini, setiap akhir
ahun Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikcta, membuat daftar penghapusan
MUang untuk setiap jenis retribusi yand bernsi nama Wajib Retribusi, jumiah retribusi yang
“f”'lLla;g, iumiah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retnbusi dan keterangan

Mengenai Wajib Retribusi
(5) Pejabat. ...
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13

s yvand ditunjuk deh Walj - oo
pal ya'R kata Mermyvanpakan usul penghapusan piutang retrnbus

Qikata pada setiap -
ja W ' P akhr tahy, dengan dilampin daftar penghapusan piutang

L& LAk
nlh:;ud avat (4) FPasal i,
b

., Walikatd menetapkan keputusan PeNghapusan pittang retribusi yang sudah kadaluwarsa.

_, Tata cara pengapusan pitang retribusi ditetapkan deh Walikcta.
I

BAB XxvI
NUMPANG UJI KE LUAR WILAYAH DAN
NUMPANG UJI MASUK DARI LUAR WILAYAH PENGUJIAN

Pasal 23

~.milk kendaraan dapat melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian atas ijin persetyuan
nala Kantor Perhubungan yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan
, Memiliki tanda bukti lulus up yang masih berlaku:
- pMemiliki tanda jati dirt pemilik kendaraan,;
- NMembayar biaya uji berkala.
Pasal 24

cemilk Kendaraan dari luar wilayah pengujian dapat melakukan Nummpang Ujl berkala

znanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan |
: Dapat menyerahkan surat persetyuan Numpang Uy dan wilayah asal domsili,
b Membayar biaya retribusi dan pengganti biaya piat tanda uji dibayar besarnya sama

s

dengan biaya uji berkala.

|

BAB XVIi
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

YWajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4

‘mpat) kali jumiah retribusi yang terutangd.

2 Tindak Fidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XL ...
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BAB v
PENYIDIKAN
Pasal 26

' ejabat Pemyidik  Pegawai Neqgeri
| ewenang khusus sebagai Penyidik
qetribust Daerah.

Spil o lingkungan Kantor Perhubungan diberi
Untuk melakukan pemyidikan tindak pidana di bidang

) wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah

\ernma, mencari
3 Met - TEhguMmpuikan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pindana di bidang retribysi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas:

p Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana retribusi;

¢ Memnta keterangan dan bahan bukti dari orang pnbad atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi-

d Memenksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana i bidang retribusi;

€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti

tersebut:

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana retribusi:

Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau termpat
Pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dmaksud huruf e tersebut di atas:

" Mematret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi:

_ ;:maml seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
N Saksi:
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venghel tikan penvidikan

mﬂhlnﬂ]n tindakan lain Yang periy
pidand retrnbus menurot Nuk um yang

b

untuk kelancaran peryidikan tindak pidana d
dapat dipertanggungawabkan

* Dagaimana dinaks .

: ;"&*I-Z\"hhh Sk 1,_-' nﬂ!‘i'.":uf_i [_u][la rl'_fr:lt {’” pﬂﬂﬂl i”j rrl:.:rl'bE.‘l'l {.atatﬂn dwiauwﬂ
Akan dan penyanpai; A5

it.'rwltﬂ"‘-‘ petlyaimpalan hasi| PemMadikaniya kepada Penuntut Umum sesuai dengan

l c -i'ln il .
Letentuan yang ¢ tur dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum

acara Plaana

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

engan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pemilik Kendaraan Bermotor Waijib Uji yang

usa tanda ujinya masih berlaku berdasarkan Peratur
awa Tengah Nomor 13 Tahun 2000 tetap

an Daerah FPropinsi Daerah Tingkat |
berlaku sampai dengan berlakunya masa uji |

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

4a-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenal pelaksanaannya
jaur lebih lanjut deh Kepala Daerah

Pasal 29
reraturan Daerah int mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

A& supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan
aerah i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Magelang

Disahkan di Magelang
pada tanggal 10 Juli 2001.

WALIKOTA MAGELANG

YityeX

Dundungkun di Mugelung H. FAHRIYANTO
Fdatanggal 13 Juli 2001

ﬂ;"""!”-—h DAFRAI KOTA MAGELANG
‘\;'[.-RJIT- N 2001 NOMOR 51

B NOMOR 4
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 11 TaHUN 2001
TENTANG *

RETRIBUS| PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

| FEHJELASAH UMum

Transportasi  merupakan sarana yang sangat

penting dan strategis  dalam L
.-ngﬂ"flﬂl}ﬂal' rocla perekonomian van |

g berperan sebagai penunjang, pendorong dan
renggerak bag pertumbuhan daeral yang berpatensi agar berkerrbang, dalam upaya L
peningkatan dan pemerataan pemrbangunan serta hasik hasilnya mengngat penting dan
srategis peranan lalu lintas dan angkutan jJalan yang menguasai hajat lhdup orang banyak, |
maka dkuasal deh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah.

FPengujlan kendaraan bermotor merupakan salah satu sarana penyediaan jasa

umum dan pembinaan yang pada dasarnya bertyuan untuk mewujudkan lalu lintas dan
angkutan jalan yang selamat, aman dan tertib.

Oleh karena itu dalam rangka peningkatan pengelolaan pelayanan masyarakat yang
berdaya guna, dan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

[aerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997
meka ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang serta dalam rangka penetapan sistem
Retnbusi Daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif yang dapat
Menggerakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan
Berah maka dipandang perlu menetapkan jenis pungutan Retribusi Pengujian Kendaraan

Bemotor di Daerah Kota Magelang.

' PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

asal 1 . Pasal ini pengertiam istilah yang dipergunakan dalam Peraturan
Daerah in. Dengan adamya pengertian istilah tersebut dimaksud
untuk mencegah timbulnya salah tafsir dari salah satu pengertian
dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang
pbersangkutan.. ...
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he-rsangktlan, sehingga baik wWar(

a masyarakat maupun aparatur
dalam menalank

an hak dan wewenang dapat berjalan dengan
lancar dan dapat dic

apal terlib administrasi permungutan Retribust
Daerah.

. ah : L
msal 1 hurf Kendaraan waijib divilayah Kata Magelang dapat melakukan

PENguian berkala  diluar  wilayah Kota Magelang dengan
PErSelyuan  Kantor Perhubungan Kata Magelang  ataupun
sebaliknya kendaraan wajib u diluar wilayah Kata Magelang
dapat melakukan penqgujian berkala diwilayah Kota Magelang

dengan persetuyjuan Kantor Perhubungan dimana kendaraan
tersebut berdomsili

cmsal 2s/d 4 . Cukup jelas.

Pasal 5 . Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
Persercan Terbatas, Persercan Komanditer, Persercan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkunmpulan, Firmma, Kongsi,
Koperasi, Yayasan alau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Pasal 6 - Retnbusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau
diberikan deh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum sefta dapat dinkmati deh orang pribadi atau
badan.

Pasal 7 - Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa
sebagal dasar alokasi beban biaya vyang dipikul untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan

"sal8sdPasal9  Cukupjelas
Fasal 10 . Temrpat cbyek Retribusi tidak harus selalu sama dengan tempat

waijib retribusi.

Fasa) : jelas
11sd Pasal 13: Cukup| Pasal 14 ayat (1) .. . .
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msal 14 ayat (1)

~sal 15 ayat (1)

msal 15 ayat (2) s.d

|8

Pengenaan Sal
Waiib Retribus;

wakty.

Ksi administrasi dimaksudkan untuk  mendidik

dan melaksanakan kewajiban dengan tepal

- Qukup jelas

Penyetoran ke Kas Paerah dlakukan deh Bendaharawan

Khusus  Penerima yang ditunjuk dengan Surat Keputusan
Walikota.

ayat (3) - Cukup jelas.

msal 16 s.d. Pasal 20

Pasal 21 ayat (1)

Pasal 21 ayat (2)
Hruf a

Fasal 21 ayat (2)
Hruf b

Pasal 2 s.d. 29

Cukup jelas

Saat kadaluwarsa penagihan retnbusi ini perlu ditetapkan untuk
memben kepastian hukum kapan hutang retnbusi tersebut tidak

dapat ditagh lagi

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran kadaluwarsa penagihan di-
hitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut

Pengakuan utang Retnbust secara langsung adalah Wajib Retri-

busi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

retribust dan belum melunasinya kepada Pemernintah Daerah.

Cukup jelas
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